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Menimbang

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORF^IO
NOMOR A lriltr 2022

TENTANG

TATA CARA PEI{YERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

a. bahwa dalam rangka meningkatlan kesejahteraan
masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah
berkewajiban untuk menciptakan perkembangan
perekonomian Daerah antara lain dengan cara
menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu
tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang barryak, salah satrrnya melalui badan usaha
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di daerah melalui badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah
Daerah melakukan penyertaan modal berupa uang
atau barang dalam rangka pendirian, memperbaiki
stnrktur permodalan dan meningkatlan kapasitas
usatra serta pengurangan penyertaan modal;

c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan
tertib hulqrm dalam penyertaan modal Daerah pada
Badan Usatra Milik Daerah, diperlukan pengaturan
tata cara penyertaan modal yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah;
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1. Pasal 18

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Daerah-daerah Dalam

Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara

lndonesia Tahun 195O Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tcrrtang
Daerah Negara

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

FT' telah diubah beberaPa kali, terakhir

dengan Undarrg-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

ayat (Q Undang-Undang Dasar Negara
Indonesira Tahun 1945;

Negara RePublik
245, Tambahantentang CiPta Kerja

Indonesia Tahun 2O2O Nomor

kmbaran Negara Republik Nomor 6573);

4. Peraturan Nomor
/Daerahtentang Barang Milik Negara

(I.embaran Negara Tahun 20L4

Nomor 92,. kmbaran Negara

Indonesia Nomor 5533);

27 Tahun 2Ol4

Nomor 54 Tahun 2OI75. Perahrran

Negara Republik
Usaha Milik Dqerah
Indonesia Tahun 2O17

(Lcmbaran
Nomor 305,tentang Badan

Tambahan Negara RePublik

Nomor 6173);
6. Peraarran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Barang Milik

Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun

2O16 Nomor 547);
7. Perahran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tehlurr

2O2O tentang Teknis

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1781);
Nomor 158. Perahrran Daerah

Barang Milik2015 tentangTahun
Daerah
Tahun 2015 Nomor 1

9. Peraturan Daerah
Tahun 2O2O tentang

Daeratr
15);2O2O Nomor

Daerah
5);

Kerrangan
Nomor 15

Daerah
Tahun

: PERATURAN TEIIITANG TATA

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN
CARA

USAHA
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4. Dewan

7.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabuPaten
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur Pemerintahan Daerah Yang memimpin

ufusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.
3. Bupati adalah BuPati

Raf<yat Daerah KabuPaten Prlsrorejo, yang

disingkat DPRD, adalah lembagB ral<yat

daerah Yang sebaggi unsur
Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daeratr adalah Bupati dan DPRD dalam

IITiEFITN yang mer{adi kewenangan

Daerah.
disingkat BUMD, adalah6. Badan Usaha Milik Daerah' Yang

badan usaha yang selunthnya atau besar modalnYa dimilikisebagian

oleh Femerintah Daerah atau Pnovinsi JawaTengah.
Modal Daeratr Pada BUMD, Yang
disebut Modal Daerah, adalah benhrk

investasi Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah

dengan mendaPa.t hak kepemililran, termasuk Pendirian Perseroan
terbatas dan/ atau perseroan terbatas

8. Ttm Anggaran Pemerintatt Daerah, yang selanjutnYa disingkat TAPD,

adalah tim yang berh4as menyiapkan dan
Bupati dalam rangka

IGuangan Daerah, ]rang disingkat9. Peiabat
PPKD, adalah kepala Satuan lcrja Keuangan Daerah Yang

tugas APtsD dan bertindak

sebagai unum daerah.
10. Badan Daerah adalah Perangl<at Daerah pada Femerintah Daerah

yanS urustan di bidang pengelolaan
dan aset Daerah.

11. Barang Milik Daerah, Yang disingkat BMD, adalah semua

barang yang dibeli atau atas beban Angaran
dan Belanja Da€rall atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Fengelola Milik Daerah, 5rang disebut Fengglola

adalah pejabat yang dan jawab

kebiiakan dan pedomart serta melakukan
Barang Milik Daerah.

f3. Fengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut nenguna
Barang, adalah pejabat Pemegang
MilikDaerah.

14. Ferahrran Daeratr adalah
dibentuk oleh DPRD dengan

peraturan perundang-undangan yang
persetujuan bersama BuPati.
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15. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tingi yang ditetapkan oleh
perflik pada Badan Usaha Milik Daerah.

16. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara
efektif oleh Pemerintah Daerah atau pemilik pa.da Badan Usaha
Milik Daerah dan telah mendapat Pengesahan.

17. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini
nilai atas suahr objek penilaian berupa barang milik daerah pada
saat tertentu.

18. Penilai adaliah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

1g. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pr.rsat, Penilai
Pemerintah Daerah dan Penilai pemerintah daerah lainnya.

20. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang
mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi
Penilai yang diakui oleh pemerintah.

21.Tim Penaksir Harga adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk
melakukan pettitaiart BMD selain tanah dan/atau b"ttgt'"T -d'!q
rangl<a Fenyertaan Modal Daerah yang unsurnya terdiri dari
Perangl<at Daerah terkait.

22.Ttm E ry"taat Modal adalatr tim yang dibenhrk oleh Bupati untuk
melakukan penelitian dan analisis Fenyertaan Modal Pemerintah
Daerah atas BMD.

23. Penasihat Investasi Pemerintah Daeratr adalah tenaga profesional
dan independen yang memberi nasihat mengenai investasi
Pemerintah Daerah kepa.da Bupati.

Fenyertaan Modal Daerah bertujuan unfuk:
a. meninglratlan pelayanan masyarakat;
U. penguatan moaA t er5a guna pengernbangan usaha dan perusahaan

aan peningkatan kemampuan operasional perusahaan;
c. meninggatt<an potensi sumber Fendapatan Asli Daerah; dan
d. rnening[atkan pertumbuhan perekonomian maryarakat.

Pasal 2

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan unttrk:
a. pendirian BUMD;
b. penambahan modal BUMD; dan
c. pembelian saham pa.da penreahaan lrerseroan daerah lain.

(2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa. uang dan/atau BMD.

lw
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(3) BMD dinilai sesuai nilai riil pa.da saat BMD dijadikan penyertaan
modal Daerah.

(4) Nilai riil dimaksud Pada aYat (3) diperoleh dengan
harga BMD sesuai dengan ketentuan

Pasal 4

(1) Modal Daerah dalam rangka BUMD

F{a dimaksud datam Pasal 3 aYat (1) huruf a
unhrk memenuhi Modal Dasar dan Modal Disetor'

(2) Penyertaan Modal Daerah untuk
dimaksud Pada ayat (1)

Modal Dasar
sesuaisebagaimana

ketentuan

(3) Modal Disetor

sejak berdiri.

(4)
perserroan Daerah

mengatur mengenai Perseroan Terbatas'

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Daerah datam rangtra modal BUMD

dimaksud dalam Pasal 3 aYat (1) huruf b dilakukan

pengembangan usaha;
danstruktur

Pemerintah Daerah.

(2) Penyertaan Modal Daerah untuk Penambahan modal
setelahdimaksud Pada aYat (U

Daerah dananalisis investasi oleh
t€rsedianya nencana bisnis BUMD'

yang
Daerah.

umunr Daerah dipenuhi paling
pada ayat (1) Pada
lambat 2 (dua) tahun

Modat Daerah dalam rangka pendirian perusahaan
sesuai ketentuan

untuk:
a.
b.
c.
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iIIl

(1)

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH ATAS BMD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Modal Daerah atas BMD dilakr-rkan dalam rangka
dan penambahan modal pada BUMD sesuai ketentuan

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan
seauara. yang dari awal

bagr BUMD dalam rangka
penugasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Pnovinsi, dan/atau

Daerah; atau
b. BMD lebih optimal apa.bila dikelola oleh BUMD'

(3) BMD Srl
dalam
dipisahkan sesuai ketentuan perahran

Pasal 7

(1) Penyertaart Modal Daerah atas BMD dapat berupa.:
bangunan yang telah diserahkan Bupati;
bangunan pada Pengguna Barang; atau

c. selain tanah dan/atau

(2) Penyertaan Modal Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah

(1)

Pasal 8

berupa tanah dan/atau yang akan
disertakan sebagai modal Fernerintah Da€rah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huntf a dilakukan oleh BuPati.

(21 Tanah dan/atau yang berada pada Pengguna Barang
Uagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain

tanah dan/atau yang sejak awal

dimaksud pada ayat (21 yarrg telah disertakan
Modal Daerah menjadi kekayaan yang

a. tanah dan/atau
b. tanah dan/atau

direncanakan untuk diserakan
sesuai yang tercantum dalam
(DPA).

sebagai modal Pemerintah Daerah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

etl, eat /
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(3) BMD setrain tanah dan/atau gq dimaksud
.lalam Pasal 7 ayat (f) huruf c antaxa lain meliputi:
a. BMD selain tanah dan/atau yang dari awal

pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah
Daerah;

b. BMD s€lain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk
disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

atas BMD pa.da Pengelola Barang

Pasal 9

(1) Peneplola Barang BMD yang akan
dijadikan objek Penyertaan Modal Daerah dengan menugaskan:
a. Penilai, untuk tanah dan/atau bangunan;
b. Tim Penaksir Harga yang oleh Bupati dan dapat

melibatkan Penilai dimaksud pada huruf a, untuk
selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pengelola Bamng menyampa.ikan hasil penilaian BMD sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (1) kepada Bupa.ti.

(4) Bupati menugaskan Tim Fenyertaan Modal untuk melakukan

a. hasil analisis Modal/ investasi
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perahrran perundang-

b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/
identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang kode register,
nama barang dan nilai perolehan atau nilai buku; dan

c. kesesuaian tujuan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

(5) Tim Penyertaan Modal melakukan kajian bersama dengan BUMD
calon penerima Fenyertaan Modal Daerah dan/atau Peranglat
Daerah terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

(Q Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Fenyertaan Modal Daerah layak dilaksanakan, BUMD calon

Modal Daerah surat
pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah Srang
berasal dari BMD.
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(7) Tim Modal dokumen hasil kajiart
pada ayat (5) dan surat

kesediaan menerima Modal Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) kepada Bupa.ti.

Pasal 10

(1) Pengelola
Modal Daerah atas BMD kepada BuPati.

(2) Dalam hal Modal Daerah memerlukan
DPRD, Bupa.ti terlebih dahulu
persetujuan kepada DPRD.

(3) Apabila tidak disetujui oleh BuPati FIA

dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD

FII dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Pengelola

Barang mernberitahukan kepada BUMD calon
modal disertai dengan alasan.

(a) Apabila permohonan Modal Daerah disetujui oleh

s dimaksud pa.da aYat (1) atau disetujui oleh
dimaksud pada ayat (2), Bupa.tiFII

Penyertaan Modal.

(5) Dalam hal

Modal Daerah atas BMD
terkait.

mengenai BMD yang akan disertakan sebagai

disetujui oleh BuPati atau DPRD
dimaksud pada ayat (4),

rancangan Peraturan Daerah tentang
dengan melibatkan Ferangkat Daerah

DPRD

(6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

kepada DPRD untuk dilakukan bersama
tentangditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Penyertaan Modal Daerah.

(1)

Pasal 1l

Peraturan Daerah tentang Modal Daerah
dimaksud dalam Pasal 1O ayat (6), PengeloLa Barang

Modal Daerah pada
IGputtrsan Bupa.ti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (4).

(2) Berdasarkan Peraturan Daerah dan sI3

dimaksud pa.da ayat (l), Pengelola Barang melakukan serah terima
BMD dengan BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah yang

dart

t

dalam berita acara serah terima.
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Pasal 12

berita acara serah terima dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (21, Pengelola Barang usulan penglrapusan

BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Daerah kePada Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara PenYertaan Modal Daerah

atas BMD Pada Pengguna Barang

(1)

Pasal 13

Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Daerah

berupa tanah dan/ atau yang dari awal
untuk sebagoi Modal Daerah,

melalui Pengelola Barang kepada BuPati disertai pertimbangan dan

data beruPa:
antara lain:

1. dokumen anggaran dan/atau
2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
3. keputusan penetaPan status

b. dokumen hasil analisis PenYertaan Modal/ investasi
Daerah sesuai ketentuan peraturan

(2) Pengguna mengajukan usulBarang
untuk

Modal Daerah Yang
Pengelola Barang

a. data

a. data

melalui
kepada Bupati disertai dan kelengkapan data beruPa:

antara lain tahun
identitas teknis, bukti kode barang, kode register,

narna barang, dan nilai Perolehan atau nilai bulnr;
b, dokumen hasil analisa Modal/ investasi Pemerintah

Daerah sesuai ketentuan peratuxan

(3) Ketentuan mengenan tata cara PenYertaan Modal Daerah atas BMD

pada Barang dalam Pasal 9
sampai dengan Pasal 12 berlaku *cara mutrrtis mutandis terhadaP

tata caxa
Barang.

Modal Daerah atas BMD pada Pengguna

Pasal 14

berita acara serah terima BMD yang menjadi
Modal Daerah antara Pengelola Barang dengan BUMD yang meneruna

Penyertaan Modal, Pengguna Barang mengajukan usulan
BMD yang telah diiadikan
melalui Pengelola Barang.

Modal Daerah kepa.da

CT s^f /
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Bagian Ketiga
Tim Penyertaan Modal

(1) Tim Penyertaan

Pasal 15

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(a) dibentuk dengan Keputusan BuPati.

(2) Rancangian Keputusan BuPati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh Perangkat Daerah pembina BUMD.

t3) Tim Penyertaan Modal FI- dimaksud ayat (1) terdiri atas

unsur:
Perangkat Daerah Pembina BUMD;

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
modal; dan

Daerah terkait lainnYa.

(a) Tim Fenyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai
tugas:

penelitian usulan Fenyertaan Modal Daerah atas
BMD;

kajian bersama dengan BUMD calon Penerima
Modal Daerah dan/atau Daerah terkait;

dan
dan hasil kajian
dimaksud pada huruf b kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEI'IYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA UANG

Pasal 16

) Penyertaan Modal Daerah berupa uang bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. konversi dari pinjaman.

(21 ga dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dari:

a. Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain;
b. BUMD lainnya; dan/atau
c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peiatuxan

a.
b.
c.

d.

SKPKD;
Perangkat

a.

b.

c.

1(

| 2 *"0 /€3

IJ

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9


(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dapat ditaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan.

(1) Perangkat Daerah pembina BUMD mengqiukan usulan Penyertaan- - 
Modal-Daerah berupa uang kepada Bupati disertai:
a. dokumen rlencana kegiatan investasi; dan
b. analisis penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah'

(2) Dokumen rencana kegiatan investasi dimaksud pada
ayat (1) huruf a disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi
untuk disetujui oleh BuPa.ti.

(3) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi sebaSaimana- ' 
dimaksud pada ayat (U huruf a, Peranglat Daerah pembina BUMP
menyusun-analisis penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah
sebelum melakukan Penyertaan Modal.

(4) Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah' ' 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penasehat
Investasi Pemerintah Daerah.

(5) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan derqan lGpuhrsan Bupa.ti.

(6) Hasil analisis Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (a) berupa hasil analisis penilaian
kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 18

Pasal 17

(1) Dalam hal Bupati menyehrjui usulan Penyertaan Modal Daerah,
Bupati menuga.skan TAPD untuk mengalokasikan anggaran
Penyertaan Modal Daerah dalam APtsD.

(2) Pengiangaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran
dan pertanggungiawaban Penyertaan Modal Daerah dilakukan
sesuai ketenhran peraturan perundang-undangan yang mengatur
pengelolaan keuangan Daerah.
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BABV

PENGURANGAN MODAL DAERAH

Pasal 19

(1) modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sePanjang
saham di bawah 517o (lima Puluhtidak menyebabkan kePemilikan

satu persen) oleh I (satu) Daerah.

(2) Dalam menjaga kePemilikan saham paling sedikit 51olo (lima puluh
satu persen) dimaksud pada aYat (1),

Daerah harus memperhatilran pengafirran Modal Dasar dan Modal
Disetor pada anggaran dasar.

(3) Pengurangan saham sebagaimana dimaksud pa.da ayat
(1) dapat tedadi karena divestasi dan/atau dilusi.

(4) Pengurangian saham karena divestasi dan/ atau dilusi
FII dimaksud pada aYat (3) pada BUMD diPrioritaskan
untuk diambil alih oleh
lainnya.

pemerintah daerah lain dan/atau BUMD

Pasal 20

(1) modal Daerah berupa BMD ditaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengahrr

(2) Pengurangan modal Daerah berupa uang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuarir peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenar keuangan Daerah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasat 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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